PERATURAN PRES DEN REPUBLI K | NDONES A
NOMER 9 TAHUN 1961
TENTANG
| NSTRIKST BAQ KEPALA JAVATAN AKUNTAN NEGARA

PRES DEN REPUBLI K | NDONES| A,

Meni nbang :
perlu untuk renperbaharui instruksi bagi Kepal a Jawat an Akuntan Negar a;

Mengi ngat

1. Pasal 4 ayat (1) Whdang- Undang Dasar;

2. Undang-undang Nonor 10 Prp. tahun 1960 (Lenbaran-Negara tahun 1960
Noror 31);

Mendengar
Menteri Pertama dan Menteri Keuangan;

MEMUTUSKAN :

Pertama :
Mencabut keput usan Hoge Vert egenwoor di ger van de Kroon dul u tanggal 14 Juni
1949 Nonor 31 (Bijblad op het Saatsblad No. 13731);

Kedua :

Menet apkan :
PERATURAN PRESI DEN TENTANG | NSTRIKSI BAQ@ KEPALA JAVWATAN AKUNTAN NEGARA

Pasal 1.

Jawat an Akuntan Negara di pi npin ol en seorang Akuntan-pegawai tinggi
dengan sebutan Kepala Jawatan Akuntan Negara; padanya di per bant ukan
akunt an- akunt an, aj un-aj un akunt an, penbant u- penbantu akuntan dan pegawai -
pegawai | ai nnya unt uk nel aksanakan tugasnya.

Pasal 2.

(1) Kepala Jawatan Akuntan Negara ber kedudukan di banah Menteri Keuangan
dan bert ugas:

a. nel akukan atau nenerint ahkan nel akukan sermua pekerjaan akuntan
yang ditugaskan kepadanya ol en Penerintah, Dewan-dewan Agung,
para Menteri dan pada umummya ol eh senua Kepal a perusahaan at au
jawatan serta lain-lain instansi yang ada didal am kekuasaan
Penerintah, Dewan-dewan Agung, para Mnteri tersebut dan
nasi ng- nasi ng bertindak dal am |ingkungan wewenangnya sendiri -
sendiri;

b. bekerjasama dengan Thesauri Negara dal am penyusunan neraca
kekayaan negar a.

(2) Dengan pekerjaan akuntan seperti tercantum dalam ayat (1) huruf a
pasal ini di maksudkan :
a. nenber i kan saran nengenali nasal ah- masal ah penyusunan
admni strasi dan organi sasi admni strasi;



(3)

(4)

(9)

(6)

(7)

(8)

(1)

b. nel akukan pekerjaan kontrole secara terus-nenerus atau

insidentil dan nenyatakan penilaian atas hal-hal yang
di kont r ol enya,
C. nenberi kan saran nengenai nasal ah-nasal ah yang terletak dal am

bi dang i | mu ekonom - per usahaan.

Pekerjaan admnistrasi yang bertalian dengan penggunaan al at-al at
penbant u nekani s/ el ektronis, ternasuk dal am bi dang organi sasi seperti
di naksud dal amayat (2) huruf a.

Dal am bi |l angan nasal ah-masal ah termasuk dal am bidang il mu ekonom -
perusahaan terhitung pula penilaian atas perunusan ketentuan-
ketentuan yang bersifat admnistratif dan ekonom perusahaan yang
bertalian dengan penutupan kontrak-kontrak konersiil yang penting,
antara lain seperti hal-hal apakah yang di naksudkan dengan
pengel uaran  nodal (investasi) dan eksploitasi, per hi t ungan-
perhitungan  hasil - hasi | per usahaan, har ga- pokok, tarip-tarip
penghapusan harga, pencadangan, penbagi an | aba dan | ai n sebagai nya.

Khususnya Menteri Keuangan dem ki an juga Thesaurir Jenderal nenpunyai
wewenang nener i nt ahkan nel akukan pekerjaan akuntan yang di pandangnya
perlu pada semua badan hukum publik atau hukum sipil baik didal am
maupun diluar negeri yang kekayaannya terdiri dari sebagi an kekayaan
Negara yang dipisahkan atau keuangannya dibelanjai atau di subsidi
atas beban anggaran Bel anja Negara Republ ik I ndonesia, termasuk juga
badan- badan di nana keuangan negara nenpunyai kepentingan penyertaan-
nodal di dal ammya at au kar ena kepent i ngan- kepent i ngan | ai nnya.

Kepal a Jawnat an Paj ak atau Kepal a | nspeksi Keuangan atau atas perintah
pej abat - pej abat i ni pegawai - pegawai Jawat an Paj ak/ | nspeksi Keuangan
yang di perbant ukan pada pej abat-pej abat tersebut nenpunyai wewenang
unt uk nenugaskan nel akukan kontrol e-akuntan guna keperl uan penet apan
paj ak sesuatu perusahaan atau sesuat u cabang perusahaan pada unummya.

Kepal a Jawatan Akuntan Negara terutama ditugaskan dengan pengawasan
atas admnistrasi perusahaan-perusahaan Negara bai k yang didirikan
ber dasar kan "I ndonesi sche Bedrijven wet" atau Whdang-undang Nonor 19
Prp tahun 1960 tentang Perusahaan Negara' naupun berdasar kan Unhdang-
undang | ai nnya yang tel ah ada dan atau yang akan ditetapkan kenudi an
serta atas badan-badan lainnya dinana disanping atau sebagai
pengganti dari admnistrasi konptabel nengenai penerinaan dan
pengel uaran, disel enggarakan admnistrasi konersiil nengenai beban
dan hasil .

Kepal a Jawat an Akuntan Negara nenberi kan |aporan tentang peristiwa-
peristiwa |ainnya yang nenyangkut keuangan negara yang penting bagi
Negara atau Menteri Keuangan, yang diketahuinya dengan jalan apapun
j uga.

Pasal 3.
Kecual i nengenai perintah-perintah yang diberikan ol en Penerintah,

Kepal a Jawat an Akunt an Negara dapat berundi ng dengan penberi - peri ntah
tentang kenungki nan dapat atau tidaknya sesuatu perintah dilakukan



(2)

(3)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(1)

at aupun tentang urutan pel aksanaan perintah itu.

Apabi | a dal am perundi ngan itu tidak tercapai sesuatu persetuj uan naka
ol en Kepal a Jawat an Akuntan Negara di mntakan keputusan dari Menteri
Keuangan.

Kepal a Jawatan Akuntan Negara nenpunyai wewenang untuk nenyet uj ui
bahwa perintah-perintah untuk nel akukan pekerjaan akuntan seperti
yang di maksudkan pada pasal 2, kecuali pekerjaan akuntan untuk urusan
paj ak sebagai di maksud dalam pasal 2 ayat (6), diberikan kepada
(kantor) akuntan swasta yang namanya terdaftar dal amregister negara
seperti yang di maksud dal am "Uhdang- undang tentang penakai an gel ar
akunt an", jika syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan yang
di anggapnya perlu dan dinyatakannya pada penberian perintah itu,
di penuhi .

Pasal 4.

Unt uk pekerjaan akuntan yang di | akukan, Kepal a Jawat an Akuntan Negara
dapat nenper hi tungkan biaya berdasarkan tarif-biaya yang ditetapkan
atau sebesar juntah yang disetujui oleh Menteri Keuangan.

Cengan nenper hi tungkan biaya seperti ternmaksud pada ayat (1)dapat
di | akukan pekerjaan akuntan unt uk daer ah-daerah swamatra di naksudkan
dal am pasal 2 Undang-undang Nonor 1 tahun 1957 tentang Pokok- pokok
Penerintahan Daerah, demkian juga untuk kepentingan penyelidi kan
kej aksaan dan at au pengadi | an.

Pasal 5.

Kepala Jawatan Akuntan Negara demkian juga pegawai-pegawai Yyang
di perbant ukan padanya untuk nel aksanakan pekerjaan akuntan yang
di tugaskan, nenpunyai hak untuk nemasuki senua kantor, bengkel,
gudang dan bangunan dan sebagai nya yang ber sangkutan serta nenpunyai
hak untuk nelihat semua register buku, perhitungan dan surat bukti
serta surat lainnya yang bertalian dengan admnistrasi, ternmasuk hak
unt uk nel akukan penganat an kas dan gudang- per sedi aan dan | ai n-1 ai n.

Senua pejabat Negara, baik sipil nmaupun mliter, diwgibkan
nenberi kan ket erangan-keterangan yang dimnta ol eh Kepala Jawatan
Akunt an Negara atau ol eh pegawai - pegawai yang di per bant ukan padanya.

Pekerjaan akuntan untuk urusan paj ak sebagai di nraksud dal am pasal 2
ayat (6) dilaksanakan hanya nenurut ketentuan- ketentuan seperti
dinmuat dalam nasing-masing Undang-undang Pajak dan peraturan-
per at ur an pel aksanaannya.

Pasal 6.

Kepal a Jawat an Akunt an Negara nenberitahukan semua hal yang bertalian
dengan admnistrasi Negara yang diketahui ol ehnya dal am nel akukan
j abatannya kepada Thesaurir Jenderal, Menteri Keuangan dan kepada
Ket ua Badan Peneri ksa Keuangan.



(2) Kepala Jawatan Akuntan Negara nenpunyai wewenang untuk nengadakan
surat-nenyurat dengan senua Menteri dan Penguasa- penguasa | ai nnya
bai k sipil maupun mliter, kecuali dengan Presiden.

Pasal 7.

(1) Tenpat kedudukan Kepala Jawatan Akuntan Negara adalah Jakarta.
Tenpat -t enpat  kedudukan pegawai - pegawai yang di per bant ukan padanya
di tunj uk ol ennya dan di ubah nenurut kebut uhan.

(2) Kepala Janwatan Akuntan Negara dapat neni nggal kan tenpat kedudukannya
unt uk nel akukan perj al anan di nas yang di pandang perl u ol ehnya.

(3) Tiap kali apabila ia pergi untuk nelakukan perjalanan dinas atau
kenbal i dari perjalanan dinas, ia nenberitahukannya kepada Menteri
Keuangan.

(4 Selama ia tidak ada dan dal amhal ia berhal angan karena al asan-al asan
yang sah, nmaka ia diganti oleh Kepala Mida Jawatan Akuntan Negara
atau jika yang belakang ini berhalangan, ia diwakili oleh salah
seorang pegawai dari Jawat annya yang dit unj uk ol ehnya.

Pasal 8.

Senua pegawai Jawatan Akuntan Negara ada dibawah perintah Kepal a
Jawatan tersebut. Kepala Jawatan ini nenpunyai kuasa untuk nenerintahkan
nel akukan perjalanan dinas kepada para pegawainya untuk kepentingan
Jawat an.

Pasal 9.

Kepala Jawatan Akuntan Negara nengerjakan admnistrasi nengenai
surat-surat yang diterina olehnya dan surat-surat serta | aporan-I|aporan
yang kel uar daripadanya. Surat-surat yang nmasuk serta surat-surat asli atau
tenbusan daripada surat-surat dan | aporan-|aporan yang kel uar dari padanya,
di si npan ol ehnya.

Pasal 10.

Dal am wakt u enam bul an sesudah tutup tahun dari tiap tahun takw m
Kepal a Jawatan Akuntan Negara nenberikan |aporan kepada Menteri Keuangan
nengenai pekerj aan- pekerj aan yang di | akukan dal amtahun yang lalu. Salinan
laporan ini dikirinkan kepada Thesaurir Jenderal, demkian pula kepada
Ket ua Badan Peneri ksa Keuangan.

Pasal 11.

Hal-hal yang tidak diatur dalam instruksi ini, diputuskan oleh Mnteri
Keuangan.

Pasal 12.

Peraturan Presiden ini mul ai berlaku pada hari di undangkan.



Agar supaya setiap orang dapat nengetahuinya, nenerintahkan
pengundangan Peratuaran Presiden ini dengan penenpatan dal am Lenbaran
Negar a Republ i k | ndonesi a.

Otetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 April 1961.
Pej abat Presi den Republ ik | ndonesi a,

ttd.
DIUANDA
D undangkan di Jakarta
pada tanggal 27 April 1961.
Pej abat Sekretaris Negara,
ttd.
SANTCBO
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PRESI DEN NOMCR 9 TAHUWN 1961
TENTANG

| NSTRKS BAQ KEPALA JAVWATAN AKUNTAN NEGARA
UMM

Dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 19 namun
hal itu tidaklah berarti bahwa Penerintah, Dewan-dewan Agung dan seterusnya
itu dapat nenerintahkan pekerjaan akutan kepada badan lain dari pada
Jawat an Akunt an Negar a.

. PASAL DEM PASAL:

Pasal 1.
Kepal a Jawat an Akuntan Negara adal ah seorang akuntan berijazah
dan padanya di per bant ukan pegawai - pegawnai seperti di sebut dal am
pasal ini. Karena pekerjaan Jawatan Akuntan Negara nakin | ama
nakin luas dan nenghendaki ilmu pengetahuan akuntansi yang
nendal am naka adal ah waj ar bahwa kepal anya harus seorang yang
ber pendi di kan akunt an.

Pasal 2.
Ayat (1). Kedudukan Kepala Jawatan Akuntan Negara di bawah

Menteri Keuangan dapat diterangkan sebagai beri kut :

Jawat an Akuntan Negara bertugas nel akukan pekerjaan- pekerjaan
akuntan untuk Penerintah esquire Departenen-departenen. Karena
hubungan dengan Departenen Keuangan adal ah erat sekali, |ebih
erat daripada dengan Departenen-departenen |ainnya, naka
Jawat an i ni ditenpat kan di banah Departenen Keuangan.



Dal am ayat (1) diterangkan tugas dari Jawatan Akuntan Negara
dan nereka yang dapat nenberikan perintah kepada Jawatan itu.
Kontrole yang bertalian dengan alat-alat penbayaran |uar
negeri, tersinpul dal amtugas tersebut.

Ayat (2). Dalam ayat ini dijelaskan apa yang di naksud dengan
pekerjaan akuntan (j uga dal amayat-ayat (3) sanpai dengan 8).

Bukan saja pekerjaan kontrole (secara terus nenerus atau
insidentil) dilakukan ol eh Jawatan Akuntan Negara akan tetapi
juga pekerjaan-pekerjaan untuk nenberikan nasehat dal am bi dang
akunt ansi (saran-saran untuk perbai kan organi sasi -admni strasi)
dan ekonom perusahaan seperti masal ah nengenai harga pokok,
penilaian neraca, penetapan |aba, organisasi perusahaan dan
penbel anj aan per usahaan.

Dalam nmasalah organisasi admnistrasi termasuk azas-azas
bagai mana admni strasi harus di susun dan di sel enggarakan unt uk
dapat nenenuhi fungsi-fungsi spesifik daripada admnistrasi
seperti: nenberikan perhitungan dan pertanggungan jawab atas
sesuatu pinpinan yang tel ah dilakukan dan untuk nenmungki nkan
nenilai pinpinan yang telah dilakukan dan sebagai al at
nengenudi kan perusahaan. Kalinat dalam ayat (2) huruf b:
"nenyatakan penilaian atas hal - hal yang dikontrol nya"
di dasarkan atas pengal aman bahwa penilaian ternmaksud sering
kurang dapat diterina sebagai pernyataan Kepal a Janat an Akunt an
Negara sebagai akuntan Penerintah. Hal ini dengan sendirinya
tidak benar, karena Jawatan Akuntan Negara nel akukan kontrol e
atas nama Penerintah dan karena itu nenpunyai kedudukan yang
berl ai nan dari pada akuntan swasta. ayat (3).

Qukup j el as

Ayat (4) Msalah-masalah termasuk bilangan ilnmu ekonom
perusahaan |ihat penjel asan ayat (2); sel anjutnya cukup jelas.

Ayat (5 Wwenang Jawatan Akuntan Negara untuk nel akukan
pekerjaan akuntan pada perusahaan-perusahaan tidak saja
terbatas pada perusahaan-perusahaan Negara tetapi juga
perusahaan- perusahaan swasta, asal saja Negara nenpunyai
kepenti ngan Keuangan atau kepentingan aslinya di dalam
perusahaan tersebut (msalnya Negara nenberikan subsidi atau
nenpunyai penyertaan nodal dan sebagainya atau Negara
nenber i kan wewenang hukum publ i k) .

Ayat (6) Kontrol e akuntan guna keperl uan penet apan paj ak dahul u
di | akukan ol eh Jawat an Akunt an Paj ak.

Selanjutnya tugas Jawatan Akuntan Pajak dulu yang bertalian
dengan nenberikan saran-saran dan penmandangan nengenai
perpaj akan kepada Kepala Jawatan Pajak serta para Kepala
| nspeksi  Keuangan dan neninbul kan perhatian para |nspektur
Keuangan terhadap segala sesuatu soal yang diketahui dan
berguna bagi pengenaan paj ak, telah disinpul kan dal am pasal 2



Pasal

Pasal

ayat (8).

Ayat (7). Kontrol e atas senua perusahaan-perusahaan Negara bai k
yang didirikan berdasarkan "Indonesie Bedrijvenwet" S aatsblad
1927 Nonor 419 jo. 1929 Nonor 372, terakhir diubah dengan
Staatsblad 1936 Nonor 448) atau Whdang-undang Nonor 19 Prp
tahun 1960 tentang Perusahaan Negara dan lain-lain (jadi asal
saja perusahaan Negara;, bagai nana cara penbentukannya tidak
nenj adi soal ).

Ayat (8). Ini  sebenarnya bukan pekerjaan akuntan dan
di naksudkan sebagai pegangan bagi Kepal a Jawat an Akunt an Negara
untuk nenberitahukan kepada Penerintah atau Menteri Keuangan
peristiwa-peristiwa penting nengenai keuangan Negara yang
didengarnya. Peristiwa-peristiwa itu dapat dipaka sebagai
dasar untuk nel akukan kontrole akuntan, kalau nenurut Kepal a
Jawat an Akuntan Negara nasi h di perl ukan bahan- bahan ket er angan
lain yang hanya dapat diperoleh dengan jalan tersebut. Dalam
rangka ayat (6) diatas hubungan selanjutnya antara Jawatan
Akuntan Negara dan Jawat an perpaj akan akan diatur |ebih |anjut
ol eh Menteri Keuangan.

3.

Untuk perintah-perintah yang tidak diberikan ol eh Penerintah,
Kepala Jawatan Akuntan Negara dapat berunding apakah suatu
perintah dapat dan kapan harus dilakukan. Keputusan terakhir
nengenai hal ini ada pada Menteri Keuangan. Juga Kepal a Jawat an
Akuntan Negara dapat nenberikan perintah untuk nel akukan
peker j aan- pekerj aan akunt an kepada kant or - kant or akuntan swasta
yang disahkan, kalau Jawatan Akuntan Negara tidak ada
kesenpatan untuk nel akukannya karena kekurangan tenaga atau
lain-lain hal. Dengan "syarat-syarat atau ket entuan-ketentuan”
dal am ayat (3) kalinmat terakhir di naksudkan m sal nya;, akuntan-
akuntan swasta diwgj i bkan nenyerahkan program kontrol kepada
Jawat an Akuntan Negara untuk di setujui dan sebagai nya. Ayat (3)
di sesuai kan dengan ber| akunya Undang-undang Nonor 34 tahun 1954
tentang penakai n gel ar akuntan. Bantuan(Kantor) akuntan swasta
tidak dapat dilakukan untuk peneriksaan yang bertalian dengan
penet apan paj ak ber hubung dengan adanya rahasi a-j abat an.

4.

Pada azasnya di usahakan agar bi aya yang sesungguhnya dari tiap
instansi dihitung seteliti-telitinya. Berhubung dengan hal itu
naka di | akukan perhi tungan tentang penyerahan bar ang- barang dan
jasa-jasa yang dilakukan antara instansi-instansi Penerintah
satu dengan yang lain (Staatsblaad 1935 Nonor 351). Kontrole
yang dil akukan Jawat an Akuntan Negara adaah kontrol e yang ol eh
Peneri nt ah di waj i bkan kepada I nst ansi - i nst ansi dal am
kekuasaannya dan biaya yang bertalian dengan pekerjaan itu
di bebankan pada instansi yang dikontrole agar semua biaya
instansi-instansi itu dapat diketahui senuanya.

Jika Jawatan Akuntan Negara tidak nenpunyai kesenpatan untuk
nel akukan kontrol e yang ditugaskan kepadanya itu naka ol ehnya



Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

akan ditunjuk akuntan swasta; biaya kontrol e akuntan swasta itu
| angsung nenj adi beban i nstansi yang di kontrol e Unhtuk pekerjaan
akuntan bertalian dengan penetapan paj ak di perhitungkan bi aya
yang besar juntahnya ditetapkan ol eh Menteri Keuangan.

5.

Sudah sewaj arnya bahwa untuk nel akukan tugasnya Kepal a Jawat an
Akuntan Negara dan pegawai - pegawai nya harus nenpunyai wewenang
untuk nenasuki senua tenpat yang diperlukan untuk nel akukan
pekerj aan kontrol e.

Juga Kepal a Jawat an Akunt an Negara dan pegawai - pegawai nya har us
nendapat dan nelihat senua keterangan, buku dan lain-lain dari
pej abat - pej abat  dari per usahaan- perusahaan dan instansi-
i nstansi yang di kontrol e.

Dal am hal nel akukan pekerjaan akuntan untuk kepentingan
penet apan paj ak di per hat i kan ket ent uan- ket ent uan yang
ditetapkan dalam nasing-nasing UWidang-undang pajak dan
per at ur an- per at ur an pel aksanaannya.

6
Qukup | el as.

7

Tentunya Kepal a Jawatan Akuntan Negara harus senentiasa sedi a
unt uk nenberi kan nasehat pandangan- pandangannya dan sebagai nya
kal au di perlukan ol en Penerintah. Qeh karena itu, naka tenpat
di mana i a berada harus sel al u dapat di ket ahui .

O sanpi ng Kepal a Jawatan Akuntan terdapat seorang Kepal a Mida
Jawat an Akuntan Negara yang nengganti kannya/ mewakilinya, jika
perl u.

8
Kal au di pandang perlu, oleh Jawatan Akuntan Negara dapat juga
di | akukan pekerjaan kontrol edi | uar negeri .

9 sanpai dengan 12.
Qukup | el as.

LEMBARAN NEGARA REPUBLI K | NDONESI A TAHUN 1961 NCMIR 204

DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMCR 2267



